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ABSTRAK 

 
 

Muhammad Hifzil (2022): Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir 

Nomor 49 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi Pada 

Satuan Pendidikan Menurut Tinjauan Fiqih 

Siyasah 
 

Penelitian ini dilatar belakangi karena korupsi adalah salah satu 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia saat ini, hal ini 

dirasa perlunya Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan untuk dapat 

mengatasi persoalan korupsi sejak dini agar nantinya re-generasi bangsa 

memahami bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang bukan hanya merugikan 

diri sendiri tapi juga orang lain.  Oleh karena itu penulis memilih penelitian 

dengan judul Pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 

tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan menurut 

tinjauan fiqih siyasah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di kecamatan Reteh, dan 

mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 

tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di 

Kecamatan Reteh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasif, 

wawancara semiterstuktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam  pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di 

Kecamatan Reteh mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 
Tahun 2019, yang dimana penanaman nilai-nilai anti korupsi lebih di integrasikan 

pada mata pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung 

pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh 

adalah adanya sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang pernah dilakukan oleh 

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh bersama Kejaksaan Negeri 

Tembilahan yang dibantu oleh Aparat Penegak Hukum Sektor Kecamatan, serta 

adanya regulasi yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Kemudian 

terkait dengan faktor penghambat dalam Pelaksanaan pendidikan anti korupsi 

pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah minimnya pengetahuan pihak 

satuan pendidikan yang dalam hal ini sekolah menengah pertama yang ada di 

Kecamatan Reteh terkait Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 

tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi karena sosialisasi yang 

dilakukan tidak berjenjang dan berkelanjutan, dan tidak adanya aturan khusus 

mengenai turunan dari peraturan bupati yang seharusnya di buat dan dikeluarkan 

oleh Koordinator Wilayah Pendidika Kecamatan sebagai lembaga pengawas 

pendidikan di Kecamatan, serta minimnya sarana prasarana serta tenaga pendidik 



 

ii 

yang memahami matari korupsi secara spesifik. Dan dalam Tinjauan fiqih siyasah 

yaitu berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah atau Siyasah Tanfidziyyah 

Syar‟iyyah (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan). Yang dimana dalam 

praktek pelaksanaanya  masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih 

adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menggangu dalam proses 

pelaksanaan.  . 
 

Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan, pendidikan, korupsi, fiqih siyasah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-

bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk 

melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi 

tumbuh suburnya berbagai kejahatan.
1
 

Dalam definisinya korupsi memilki pengertian secara etimologis, 

sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. 

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio 

berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa 

Eropa, seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yakni corruption dan 

Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata corruptie 

diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, 

korupsi dinamakan  gin moung,  artinya makan bangsa; dalam bahasa China, 

tanwu, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, oshuku, yang 

berarti kerja kotor.
2
  

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, 

kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 

kesucian. Sedangkan Istilah korupsi yang telah diterima dalam 

perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat 

                                                             
1
 Syed Hussain Alatas,Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: LP3ES, 1987),hlm.96 

2
Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi,( Yogyakarta:Ombak Dua, 

2013),hlm, 19. 
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disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, 

“perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya” . 

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang 

dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, 

tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya Baharudin Lopa 

mengutip pendapat David M.Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam 

berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang 

berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut 

bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi 

“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often 

labeled corrupt”.
3
 

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat 

dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: 

sesuatu yang bersifast amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut 

jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam 

jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatan.  

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk 

dipecahkan saat ini di Indonesia, korupsi marak terjadi hampir di semua 

bidang dan sektor pembangunan. Korupsi telah menjangkiti bukan hanya di 

                                                             
3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Pendidikan Budaya Anti Korupsi( Jakarta: 2011),hlm.24. 
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tingkat pusat, namun juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang 

paling kecil di daerah.  Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan 

kerugian yang besar korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, 

tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan 

masyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak 

pada bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, 

pertahanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.
4
  

Tercatat sejarah perkorupsian di Indonesia masa rezim orde baru 

(1967-1998). Soeharto mengeluarkan keputusan presiden nomor 90 tahun 

1995 keppres ini menghimbau untuk menyumbang 2 persen dari keuntungnya 

untuk yayasan dana mandiri. Dan dari hasil penyidikan kasus tujuh yayasan 

soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000an halaman. Berkas ini berisi hasil 

pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, uang negara 400 miliyar 

mengalir ke yayasan dana mandiri antara tahun 1996 dan 19981. Sedangkan 

pada rezim orde reformasi(1998-2009), pada masa pemerintahan presiden Gus 

Dur dan Megawati. Sejumlah menteri terlibat kasus korupsi, salah satu di 

antaranya menteri agama Said Agil Husein al-Munawwar yang di seret secara 

paksa ke pengadilan, dan Mentri Negara BUMN yang terlibat dalam penjualan 

sejumlah aset negara (kapal tengker milik pertamina)
5
. 

Selanjutnya mengenai proyek pengadaan pipa pengangkutan bahan 

bakar minyak (BBM) di Jawa, melibatkan mantan direktur pertamina faisal 

Abda’oe, bos Bimantara Rosano Barack dan Siti Hardiyanti Rukmana. 

                                                             
4
 Nia Andina,Skripsi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ( UNY : 2019) 

5
 Hakim Muda Harab,Ayat ayat Korupsi (Yogyakarta: gama media:2009) hlm.35 
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Kerugian negara di taksir hingga US$ 31,4 juta. Kemudian kasus Bank 

pembangunan Indonesia (Bapindo) pada tahun 1993 dengan terdakwa Eddy 

Tanzil. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar 1,3 triliun rupiah3. Lalu 

kasus bantuan  Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus BLBI merugikan 

negara senilai 138,4 triliun rupiah.  

Dalam kasus BLBI ini menyeret sejumlah pejabat, diantaranya mantan 

gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono dan beberapa mantan 

pejabat BI seperti Hendrobudiyanto, paul sutopo, Heru Supraptomo. 

Kemudian kasus korupsi dalam badan urusan logistik (Bulog) dengan 

tersangka direktur utama Bulog Widjanarko puspoyo, ditetapkan sebagai 

tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor sapi Australia yang merugikan 

negara sebesar 11 triliun rupiah.
6
 

Menuju Ke era presiden Soesilo Bambang Yudoyono yang menjabat 

dua periode yaitu dari tahun 2004 hingga 2014. Di periode ini banyak sekali 

tercatat kasus korupsi dari kader presiden sendiri partai demokrat. Di mulai 

dari kasus Hambalang, proyek pengadaan listrik, dan juga wisma atlit yang 

kasusnya pun tak kunjung selesai di alihkan terus menerus oleh politik media 

sehingga tingkat kesadaran masyarakat tentang pemerintah yang korup inipun 

memudar seiring peralihan pemberitaan di media sosial.  

Menuju Era Jokowi Dodo yang juga menjabat dua periode yaitu dari 

tahun 2014-2019 lalu di periode kedua dari tahun 2019-2025. Di periode 

pertama  berdasrakan berita yang dikeluarkan oleh TribunJambi.com, banyak 

                                                             
6
Ibid,hlm.39 
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terungkap kasus korupsi di era Jokowi Dodo diantaranya kasus E-KTP oleh 

setya Novanto selaku mantan Ketua DPR, korupsi berjamaah yang dilakukan 

yang dilakukan oleh DPRD Malang, kasus suap jabatan di lingkaran 

Kementrian Agama oleh mantan ketua Umum PPP, kasus suap senilai RP. 14, 

7 Milliar Menpora Imam Nahrawi dan sederet kasus lainnya yang sebelumnya 

sudah berlansung diera Susilo Bambang Yudhoyono lalu terungkap pada era 

Jokowi Dodo.
7
 

 Lalu  diperiode kedua kasus korupsi kembali hadir dari Idrus Marham 

yang menerima suap RP. 2,25 milliar atas kasus proyek pembangkit listrik 

PLTU Riau 1. Idrus bersama wakil Ketua Komisi Energi DPR kala itu, Eni 

Saragih menerima suap untuk meluluskan proyek PLTU Riau 1. Selanjutnya 

Kasus Korupsi atas ekspor benih lobster oleh menteri Menteri Kelautan 

Perikanan Edhy Prabowo yang berupa suap perizinan tambak atau komoditas 

perairan jenis laiinya. Dan pada 5 Desember 2021 KPK kembali menetapkan 

salah satu menetri Jokowi sebagai tersangka, adalah Menteri Sosial Juliari 

Peter Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait 

pengadaan bantuan sosial Covid-19.
8
 

Dari beberapa data tersebut mungkin belum dapat menejalskan secara 

detail terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, namun dapat 

menggambarkan bahwa memang kasus korupsi sangat membutuhkan 

perhatian khusus oleh pemerintah dalam upaya pencegahan serta 

pemberantasannya.  

                                                             
7
https://jambi.tribunnews.com/2018/12/01/sudirman-said-trenk-korupsi-di-era-jokowi-

menyedihkan-600-pejabat-publik-terjerat-kasus,( di akses pada 20 April 2021). 
8
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207105304-4207304/4-meneter-jokowi-

dari-parpol-tercyduk-kpk,(di akses pada 20 April 2021)  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207105304-4207304/4-meneter-jokowi-dari-parpol-tercyduk-kpk
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207105304-4207304/4-meneter-jokowi-dari-parpol-tercyduk-kpk
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Indonesia adalah bentuk negara hukum (rechstaat), bukan negara 

kekuasaan (machstaat) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini 

berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan 

kepada hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang di dalamnya 

mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.
9
 Ditinjau dari sisi hukum, upaya 

pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan, upaya itu semakin gencar 

dilakukan setelah lahirnya era Reformasi.  

Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari aspek 

hukum materiil maupun aspek formil. Baru kemudian pada tahun 2002, 

dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan konsideran 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK 

dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi 

belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana 

korupsi.
10

 

Dalam upaya pemberantasan korupsi kendala yang diihadapi oleh 

pemerintah Indonesia secara garis besar adalah : 

1. Rendahya Integritas dan etika aparatur negara atau penyelengggara negara 

membuat seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk 

melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah, Penyimpangan tersebut 

salah satunya digunakan untuk “merampas” uang negara secara sistematis, 

bahkan seringkali hal itu dilakukan secara terorganisir. 

2. Belum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan 

pemerintah sehingga upaya mewujudkan good governance dan goverment 

                                                             
9
 Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

10
 https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi 
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belum dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang terjadinya korupsi 

masih terbuka lebar dalam praktik penyelenggaraannya.
11

 

Dengan diberlakukannya sistmem Otonomi Daerah yang 

memberlakukan asas desentralisasi, diharapkan lebih memudahkan pemerintah 

dalam upaya pemberantasan korupsi karena Pemerintah Pusat memberikan 

kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang 

didasarkan pada asas , sistem, tujuan, dan landasan hukum.
12

 Sebagai daerah 

otonom, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan 

untuk membuat Perda dan peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan 

urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, contohnya dalam pembuatan 

aturan mengenai tindak pidana korupsi. 

Merujuk pada pengertian asas desentralisasi yaitu penyerahan 

wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, dan 

penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan 

dikabupaten dan kota.
13

 Dengan melihat beberapa faktor yang menjadi 

kendala pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagai upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi, serta untuk memberikan pemahaman 

tentang korupsi maka dipandang perlu bagi anak usia sekolah untuk 

mendapatkan pelajaran dan pendidikan terkait korupsi atau tindak pidana 

korupsi.  

                                                             
11

 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi, 

( Jakarta : Sinar Grafika, 2016).hlm,120. 
12

Monterio, Josef  Mario,Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah,(Yogyakarta 

Pustaka Yustisia,2016), hlm.1 
13

Abu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah,hlm.36-37. 
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Dalam Fiqih Siyasah yang mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil 

amri, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 

59
14

 

                      

                           

        

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad),dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-

Nisa’/4:59). 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa diantara amal-amal saleh yang 

penting adalah melaksanakan amanah dan menetapkan hukum anatara 

manusia dengan adil dan jujur.
15

 Dan juga suatu kewajiban yang penting 

ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan Ulil 

Umri. Dimana ulil amri adalah orang yang memilki wewenang dan kekuasaan 

untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Meskipun para ulama berbeda 

pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala 

negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi’ah mengartikan ulil amri 

dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada 

makna ulil amri dari fiqh dusturiah adalah ahlul halli wal aqdi.
16

 Ahlul halli 

                                                             
14

Srifariyanti dan Afsya Septa Nugraha,Prinsi Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S An-

Nisa: 58-59 
15

Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Tafsirnya(Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), hlm,196. 
16

A.Djajuli,Fiqh Siyasah,Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta:Kencana, 2003) hlm.59  
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wal aqdi menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam 

menentukan kebijakan.
17

 

Maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan 

Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Anti 

Korupsi. Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini untuk 

menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan dalam 

Rangka membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, 

disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adil serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti 

luhur. 

Dalam hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Anti 

Korupsi pada satuan pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah 

kelompok layanan pendidikan formal , terstruktur dan berjenjenjang , terdiri 

atas Taman Kanak-Kanak (TK), satuan jenjang pendidikan dasar (SD), satuan 

pendidikan jenjang menengah pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
18

 Maka dari itu 

Pendidikan formal memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pelaksanaan 

dan penyelenggara dan juga Dinas Pendidikan selaku lembaga pengawas dan 

pembuat kebijakan terkait hal pendidikan baik itu Dinas Pendidikan 

Kabupaten kota maupun Koordinator Wilayah  pendidikan di kecamatan. 

                                                             
17

Ibid.h.76 
18

 Lihat penjelasan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pendidikan karakter pada satuan pendidikan 

formal 
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis menitik fokuskan penelitiannya 

di Kecamatan Reteh.  Reteh merupakan salah satu daerah kecamatan yang ada 

di Kabupaten Indragiri Hilir, dan yang menjadi subjek penelitian adalah terkait 

kebijakan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh tentang hal 

pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang 

penyelenggaraaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di 

kecamatan Reteh selaku lembaga pengawasan dan juga merupakan 

perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir serta 

beberapa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di 

Kecamatan Reteh yaitu SMP Negeri 1 Reteh, SMP Negeri 3 Reteh dan SMP 

Islam Alhusniyah selaku pihak pelaksana pendidikan anti korupsi. 

Dalam hal Pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan 

Pendidikan di Kecamatan Reteh, Koordniator Wilayah Pendidikan Kecamatan 

Reteh sendiri tidak membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan pendidikan 

anti korupsi, namun hanya tentang pendidikan berkarakter sebagaimana yang 

dimuat dalam kurikulum 2013. karena sebagai lembaga pengawas pendidikan 

di kecamatan juga memiliki fungsi koordinasi dengan pihak Dinas pendidikan 

Kabupaten Indragiri Hilir, jadi kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

akan dilaksakan lalu selanjutnya di Sosialikasikan ke Sekolah ataupun satuan 

pendidikan yang ada dikecamatan Reteh.  

Dan tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi dikecamatan Reteh 

koordinator Wilayah Pendidikan melaksanakannya berupa sosialiasi dan 

pelatihan anti korupsi di kecamatan reteh yang pernah dilakukan bersama 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaaan Negeri 

Tembilahan.
19

 

Dan pada satuan pendidikan SMP Negeri 1 Reteh dalam hal 

pelaksanaan pendidikan anti korupsi tidak dimuat khusus dalam kurikulum 

pembelajaran dan Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang mata 

pelajaran anti korupsi, namun materi tentang korupsi termuat dalam salah satu 

materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN),
20

dan 

sebelum adanya pandemi covid-19 ketika pelaksanaan upacara bendera setiap 

hari senin pagi yang disampaikan dalam bentuk janji siswa sebagai salah satu 

metode pembentukan nilai kejujuran, moral dan akhlak siswa.
21

 

Di SMP Negeri 2 Reteh sendiri bentuk pelaksanaan pendidikan anti 

korupsi juga tidak dimuat dalam kurikulum dan juga tidak terdapat mata 

pelajaran khusus pendidikan anti korupsi (PAK), namun hanya di integrasikan 

pada salah satu materi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan di 

mata pelajaran pendidikan agama islam dalam bentuk penanaman nilai nilai 

kebaikan yang berkaitan dengan akhlak dan moral siswa.
22

 Selain itu nilai anti 

korupsi juga diajarkan dalam bentuk sikap kedisiplinan seperti pelaksanaan 

baris-berbaris tepat waktu 15 menit sebelum dimulai nya kegiatan belajar 

mengajar serta di setiap pelaksanaan upacara bendera hari senin pagi berupa 

pembacaan janji siswa.
23

 

                                                             
19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Ghazali.,S.Pd Koordinator wilayah 

Pendidikan Kecamatan Reteh,  
20

Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Kamisah, S.Pd Guru PKN dan Filmadeni,S.Pd 

kaur Kurikulum SMP N 1 Reteh 
21

Berdasarkan  hasil Wawancara dengan Herlina Heliawati,S.Pd Wakil Kepala Sekolah 

SMP N 1 Reteh 
22

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursidah,SH Guru PKN dan Oning kartini, S.Ag 

kaur Kurikulum SMP N 2 Reteh 
23

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustika,S.Pd Wakil kepala sekolah SMP N 2 

Reteh 
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Sedangkan pada SMP Negeri 3 Reteh pelaksanaan pendidikan anti 

korupsi juga tidak dimuat dalam kurikulum pembelajaran, dan juga tidak 

termuat dalam materi khusus dalam mata pelajaran baik itu di pendidikan 

kewarganegaraan maupun mata pelajaran yang lain, tetapi penanaman nilai 

kebaikan di sampaikan pada upacara hari senin yang dimuat dalam janji siswa 

seperti pada point ke-5 yaitu menjadi warga masyarakat indonesia yang baik 

dan pemuda indonesia yang bertanggung jawab.
24

 

Dan di SMP Islam Alhusniyah pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir Nomor 49 Tahun Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 

memang pernah di sosialisaikan secara khusus pada tahun 2020, dan sempat 

dimuat dalam kurikulum tentang pendidikan anti korupsi. Namun tidak 

terealisasi secara maksimal karena minimnya tenaga pengajar atau pendidik 

yang memahami materi secara khusus sehingga kebijakan dirubah, dan materi 

anti korupsi lebih di integrasikan kembali pada mata pelajaran Pendidikan 

Kwarganegaraan seperti SMP lain pada umumnya. Dan sebagai sekolah yang 

berbasis Islam penanaman nilai kebaikan, kejujuran juga dimuat dalam 

beberapa mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, fiqih, dan sejarah 

kebudayaan Islam sebagai bentuk pendidikan berkarakter.
25

 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan 

Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh masih 

                                                             
24

Berdasarkan  hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah  SMP N 3 Reteh  Marwazi MZ, 

S.Pd 
25

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amin HD.S.Sos Guru PKN SMP Islam 

Alhusniyah dan Kepala Sekolah  H.Syukur, S.Ag 
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menjadi permasalahan, karena dalam implementasi dan proses pelaksanaan 

sama sekali belum efektif sesuai ketentuan peraturan yang ada, baik itu pada 

Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah kecamatan Reteh dan Juga pada 

beberapa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di 

Kecamatan Reteh. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian 

ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, 

untuk itu maka penulis memilih judul: “PELAKSANAAN PERATURAN 

BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA 

SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH“  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Mengenai pendidikan anti korupsi pernah menjadi penelitian Nia 

Andina pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Impelementasi Kebijakan 

Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta”. Hasil Penelitian 

tersebut menggambarkan bagaimana Implementasi kebijakan pendidikan anti 

korupsi yang dibuat oleh kepala sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta, dan 

bagaimana bentuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan seperti praktik 

pembuatan slogan-slogan anti korupsi untuk senantiasa mengingatkan kepada 

siswa-siswi tentang perilaku korupsi. Penelitian tersebut hanya mengkaji 

tentang Implementasi kebijakan yang dibuat oleh Kepala sekolah SMP N 10 

Yogyakarta dan hanya terfokus pada satu sekolah saja yaitu SMP N 10 

Yogyakarta. 
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Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 tentang 

penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan menurut 

tinjauan fiqih siyasah, dan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 

peraturan yang dibuat oleh Kepala daerah yaitu Bupati Indragiri Hilir. Selain 

itu penelitian ini dilakukan tidak hanya pada satuan pendidikan saja, 

melainkan di Koordinator Wilayah Pendidikan kecamatan juga selaku 

lembaga pendidikan ditingkat kecamatan yang merupakan perpanjangan 

tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang : 

“Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Sekolah Menengah Pertama 

di Kecamatan Reteh. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan 

Pendidikan di Kecamatan Reteh? 

2. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti Korupsi di Kecamatan Reteh? 
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3. Dan Tinjauan Fiqh Siyasah  Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu 

tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :  

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 49 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada 

Satuan Pendidikan di kecamatan Reteh  

2. Untuk mengetahui Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Kecamatan Reteh 

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 

bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat 

dari sisi, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh, Satuan 

Pendidikan Sekolah menengah Pertama yang ada di Kecamatan Reteh, 

dalam hal pembuatan kebijakan  pendidikan, meningkatkan kurikulum 
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pembelajaran dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anti 

korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terkait Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 

49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi 

Pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Reteh. 

b. Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan dan 

kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

c. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-2lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagi metode alamiah.
26

 Artinya penelitian ini akan 

dibahas dalam bentuk  paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara 

                                                             
26

Lexy,j. Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya), 2018,hlm. 6 
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cermat dan seteliti mungkin berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian 

yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian ini di Kecamatan Reteh, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 

3. Subjek dan Objek 

a. Subjek dari penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Pendidikan 

Kecamatan Reteh, Kepala atau Wakil Kepala Sekolah, Kaur 

Kurikulum, Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama pada 

Kecamatan Reteh 

b. Objek Penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Anti Korupsi Pada satuan pendidikan 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayahah generalisasi yang terdiri atas 

subyek atau obyek yang mempunya kuantitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 

populasi dari penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Pendidikan 

Kecamatan Reteh, Kepala atau wakil kepala Sekolah, Kaur Kurikulum 

dan tenaga pendidik Satuan Pendidikan Menengah Pertama di 

kecamatan Reteh. 
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b. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah Total Sampling yaitu sebuah 

teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota populasi 

dijadikan sampel.
27

 Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: 

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh 1 orang, Kepala 

atau wakil kepala sekolah 4 orang, kaur kurikulum 4 orang, Tenaga 

Pendidik 4 orang  dan total  13 orang. 

5. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi  dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun 

sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yaitu melalui dari sumber informan baik itu 

individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Koordinator Wilayah 

Pendidikan dan Sekolah Menengah Pertama pada Kecamatan Reteh. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunnder dalam penelitian ini digunakan sabagai 

penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan 

                                                             
27

 Sugiyono,Metode Penelitia (Jakarta:Kencana,2010),hlm,155 
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penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Studi 

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, 

menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-

undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak 

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-

ciri penelitian kulitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data
28

  

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di 

Kecamatan Reteh. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah Proses memperoleh penjelasan, 

pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam 

tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya 

jawab yang bisa sambil bertatap muka langsung dengan informan 

ataupun tanpa tatap muka 

                                                             
28

Sujarweni,V.Wiratama,Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014) h.31  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif, 

sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-

buku, jurnal dan sebagainya. 

d. Kajian kepustakaan  

Yaitu penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan 

kepustakaan yang memuat tori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan 

masalah. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 

kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek 

normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu 

“menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan 

satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.
29

 Dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu 

cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 

atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman 

pada buku panduan penulisan skrikpsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Untuk 

                                                             
29Soerjono Soekarno,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Universitas Indonesia Perss, 

1986) hlm.112 
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mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, 

penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab 

akan diuraikan menjadi sub-sub bab. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai : Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang memuat tentang Kecamatan Reteh, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori, dari penelitian ini 

berkenaan dengan: Pengertian Korupsi, Pengertian Pendidikan 

Anti Korupsi, kepemimpinan atau penyelenggara tugas dan 

wewenang menurut fiqih siyasah. 

BAB IV :  PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 

Pada Satuan Pendidikan dan tinjaun Fiqih Siyasah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 tahun 2019 

Tentang Penyelengaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Reteh. 



22 

 

 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari serangkain pembahasan, 

keterbatasan penelitian atau kendala-kendala dalam penelitian 

serta sarana-sarana perlu disampaikan baik bagi penulis maupun 

bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Reteh 

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Reteh 

Nama Kecamatan Reteh berasal dari nama sebuah sungai. Sungai 

tersebut bermuara 2 (dua) dan kedua-duanya muara tersebut di sungai 

Gangsal. Muara Sungai Reteh yang pertama posisinya terletak di 

perbatasan, Desa Sanglar dengan Desa Pulau Kecil yang sekarang dikenal 

dengan sebutan Parit 20 atau Reteh Lama. Muara ke 2 (dua) terletak di 

perbatasan Kota Baru Reteh dengan Kota Baru Seberida.
30

 Beberapa 

sumber menyebutkan, Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “ letih”. 

Kata Letih menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak 

bertenaga, capek karena habis bekerja atau melakukan kegiatan berat. 

Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi Reteh.  

Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dari 

kata Seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan 

Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui 

Sungai Gangsal akibat peperangan dan pemukiman di sungai yang belum 

diketahui namanya sehingga mereka namakan Sungai tersebut dengan 

nama asal kampung mereka yakni Seretih yang kemudian menjadi Reteh.
31

 

Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang. 

(cikal bakal Kesultanan Indragiri). 

                                                             
30

 Dokumentasi, Meret 15 2014 
31

 Dokumentasi, Meret 15 2014 
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Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di kota 

Raja (Rengat). Daerah kekuasan kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, 

Tempuling, Sungai Luar, Anak Serkaden Enok. Sedangkan, Reteh , Igal 

dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan 

sebagai pejabat yang menguasai wilayah Reteh, Igal dan Mande maka 

pada tanggal 7 Januari 1833 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja 

Lung dengan Gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai penguasa di 

wilayah Reteh, Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad 

Syah.
32

  

Dalam tatanan Pemerintahan, Reteh sejak tahun 1833 sampai 

dengan tahun 1858 di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) 

dengan pusat pemerintahannya terletak di kemuning. Akhirnya pada 

tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan 

Belanda dalam pertempurannya di Desa Benteng. Bintan dibubarkan Stbl. 

19 jo 190 tgl. 1-3-1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah 

pejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir ( sekarang 

Camat) yaitu Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja 

Nung bin Ja’far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husin. 

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amit 

di Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu: 

a. Raja Hasan 1916-1917 

b. Nursiwan 1917-1918 
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 Dokumentasi, 15 Maret 2014 
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c. Sultan Palembang 1918-1932 

d. Sidik 1932-193 

e. Mohd. Samin 1933-1935 

f. Mohd. Zein 1935-1937 

g. Mohd. Sirin 1937-1939 

h. H. Bismarak 1939-1941. 

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun 

2006, Kecamatan Reteh mekar menjadi beberapa Kecamatan seperti 

Kecamatan Keritang, kemudian Kecamatan Keritang Mekar lagi menjadi 

Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 

Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan 

Kecamatan Sungai Batang, sehingga dengan demikian seluruh Wilayah 

Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) 

bagian Wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 desa dan kelurahan 

Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 desa dan 4 kelurahan, yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, 

Pulau Kecil, Sanglar,Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau 

Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, 

Sungai Asam dan Sungai Undan.
33

  

2. Letak Geografis 

Sedikit pemandangan Kecamatan Reteh dengan ibu Kota 

kecamatan yakni pulau kijang dari perairan saat naik speed boat Letak 

geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104° 10' Bujur Timur - 
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102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara - 1° 07' Lintang Utara 

dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Hektar. Iklim di wilayah ini 

adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.
34

 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada 

dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah ±724.75 Km2 

atau ±72 475. Ibukota Kecamatan Reteh yaitu Kelurahan Pulau Kijang 

dengan jarak ke kabupaten (Tembilahan) yaitu sekitar 90 km dan jarak 

ke ibukota provinsi (Pekanbaru) yaitu sekitar 360 km. Kecamatan 

Reteh terletak pada hamparan dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir 

yang berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Batang 

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi 

Jambi 

3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang 

4. Sebelah Timur dengan Selat Berhala 

Adapun transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di 

Kecamatan Reteh ke ibukota kabupaten yaitu dengan speed boat atau 

lebih dikenal dengan bahasa setempat pompong. Jalur darat juga bisa 

ditempuh dengan kendaraan roda dua tetapi dengan kondisi jalan yang 

belum merata pembangunannya hingga saat ini sangat sulit untuk 

dilalui terlebih lagi saat musim hujan.  

                                                             
34 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Profil Kecamatan Reteh, 2011 
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Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa 

ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur trayek tetap 

untuk trasportasi laut, sehingga harus menyewa boat/pompong jika 

akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu Desa Sungai 

Terab, Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan 

Desa Tanjung Labuh. Desa-desa tersebut lebih dekat ke Kuala 

Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. 

b. Keadaan Alam 

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim 

hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya 

berbagai komoditas kelapa, palawija dan hultikultural, hutan bakau 

Nipah dan apai-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat 

berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat 

menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan 

dan udang.
35

 

c. Iklim dan Curah Hujan 

Cuaca pada bulan September sampai dengan bulan Februari 

rata-rata 186 mm,membuat areal sawah tadah hujan di Kecamatan 

Reteh cukup untuk membuat suburnya tanam tersebut. Pergantian 

musim hujan ke musim kemarau lahan sawah tadah hujan beralih 

fungsi sebagai lahan tanaman kedelai, jagung dan semangka. Didaerah 

pesisir, pada musim Barat adalah saat yang dinanti- nantikan oleh 

parah nelayan dimana produktifitas ikan dan udang meningkat sampai 
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melebihi kebutuhan pasar. Sehingga surplus hasil ikan dan udang 

dipasarkan di Kuala Tungkal. 
36

 

Kondisi tanah di Kecamatan Reteh sebagian besar terdiri dari 

tanah gambut sehingga daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim 

tropis basah dengan udara agak lembab. Pada tahun 2020 curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 242 mm, menurun 57 mm 

dari tahun 2019. Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus 

yaitu 66 mm, berbeda dari tahun 2019 yang curah hujan terendah 

terdapat pada bulan Juli. Adapun hari hujan tertinggi tidak terdapat 

pada bulan yang sama dengan curah hujan tertingginya yaitu terjadi 

pada bulan November sebanyak 22 hari  (pada tahun 2015 sebanyak 

17hari). Sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan yang sama 

dengan curah hujan terendahnya yaitu pada bulan Agustus sebanyak 7 

hari.
37

 

d. Penduduk 

Kecamatan Reteh merupakan daerah tempat tinggal masyarakat 

beraneka ragam suku, di mana suku pertama yang mendiami Reteh 

yakni suku Melayu, kemudian di tempati oleh suku -suku lain seperti 

suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, Cina, dan Batak. Penduduk 

bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai 

Pemerintah. Penduduk Kecamatan Reteh pada tahun 2020 berjumlah 

44.598 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 10.676. Rata-rata jiwa 

per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa/Kelurahan yang paling banyak 

penduduknya adalah Kelurahan Pulau Kijang yaitu 15.037 jiwa dan 

                                                             
36

RMJKec Kecamatan Reteh dalam angka tahun 2020 
37

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020 
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yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Mekar Sari yaitu 

992 jiwa. 

Sexratio Kecamatan Reteh adalah 100 menunjukkan bahwa 

dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. 

Penduduk laki-laki berjumlah 22.898 jiwa dan penduduk perempuan 

berjumlah 21.700 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan 

Reteh yaitu 111 orang/km2 yang merupakan masih dalam kondisi ideal 

(ideal: setiap 1 km2 jumlah penduduk adalah 1 000 orang atau 40 

orang per hektar). Wilayah yang paling padat penduduknya yaitu 

Kelurahan Metro dengan 231orang/km2 dan yang paling jarang 

penduduknya yaitu Desa Sungai Terab dengan 11 orang/km2.
38

 

Tabel 2.1 

Penduduk di Kecamatan Reteh  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk 
Jumlah 

 Desa Laki laki Perempuan 

1 Sanglar 3 079 2955 6034 

2 Pulau kecil 2 528 2471 4999 

3 Sungai Undan 1 216 1208 2424 

4 Sungai Terab 520 495 1015 

5 Seberang Sanglar 1 906 1786 3692 

6 Mekar Sari 503 489 992 

7 Sungai Payung 601 544 1145 

8 Sungai Asam 787 784 1571 

9 Pulau Ruku 920 983 1902 

10 Tanjung Labu 610 566 1176 

  11  Sungai Mahang 740 598 1338 

12 Pulau Kijang 7172 7865 15037 

13 Metro 1016 1003 2019 

14 Madani 941 823 1764 

Jumlah 22539 22570 10676 

 Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020 
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Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Reteh  

Berdasarkan Suku Bangsa 

No Suku Bangsa Jumlah Persentase 

1 Suku Bugis 15.609 35% 

2 Suku Melayu 8.919 20% 

3 Suku Banjar 7.581 17% 

4 Suku Jawa 6.689 15% 

5 Suku Minang 3.567 8% 

6 Suku Batak 1.337 3% 

7 China 891 2% 

 Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020 

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya 

berakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada 

setiap suku bangsa.Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam 

wadah Kecamatan Reteh Pulau selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, 

selalu dihargai, serta senantiasa membaur dalam suatu budaya baru dengan 

bercirikan Budaya Adat Melayu 

e. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian Di Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian, 

perkebunan dan perternakan. Di Kelurahan Pulau Kijang tanahnya cukup 

luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 3.453 

Hektar, Jagung 03  Hektar, Sayuran 65 Hektar . Kemudian Bidang 

Perkebunanan yaitu kelapa 14.078 Hektar, Kopi 33 Hektar. Dan bidang 

peternakan yaitu sapi 230 ekor dan kambing 400 ekor. 
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Tabel 2.3 

Perkebunan dan Pertanian di Kecamatan Reteh 

 

No Jenis Tanaman Jumlah Lahan Produksi 

1 Sayuran 65 Hektar 

2 Padi 3.453 Hektar 

3 Kelapa 03.Hektar 

4 Kopi 33 Hektar 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dlam angka tahun 2020 

Tabel 2.4 

Penduduk Kecamatan Reteh Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Jenis Pekerjaan Persentase 

1 Petani 30% 

2 Pekebun 20% 

3 Pegawai Negeri Sipil 10% 

4 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 5% 

5 Pedagang  10% 

6 Nelayan  15% 

7 Buruh 10% 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020 

Kelurahan Pulau Kijang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani 30%, disamping itu ada juga bekerja disektor 

pemerintahan baik itu pegawai Negeri Sipil 10%,pensiunan Pegawai 

Negeri Sipil 5%. Disamping itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang 

10%, nelayan 15%, buruh 10%. 

C. Keadaan Sosial 

a. Agama  

Dibidang keagamaan Kecamatan Reteh merupakan salah satu 

Kecamatan yang sangat berpegang dengan nilai - nilai keagamaan dan 

agama Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti 

di Kecamatan Reteh tidak ada yang Beragama non islam, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.5 

Distribusi Penduduk Kecamatan Reteh  

Berdasarkan Agama 

No Agama Yang dianut Jumlah Penduduk 

  Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Islam 20.037 23.708 43.745 

2 Protestan -  - 

3 Katholik -  - 

4 Hindu 3 4 - 

5 Budha/Konhucu - - - 

Jumlah 20.040 23.712 43.752 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020 

Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan berdampak 

pada  adanya beberapa rumah ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan 

berdampak pada  adanya beberapa rumah atau fasilitas Ibadah. Berikut 

penjelasannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.6 

Fasilitas Rumah Ibadah di Kecamatan Reteh 

No Jenis Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 7 

2 Mushola 28 

3 Gereja - 

4 Vilhara/Klenteng - 

Jumlah 35 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka tahun 2020 

b. Pendikan 

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan 

pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut 

mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha 

pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 

pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat 

fisik maupun non fisik (mental). 
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Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia ini yang sangat berperan adalah dinas 

pendidikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas 

seseorang tersebut semakin tinggi.Sesuai dengan Undang-undang 

pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hillir sudah 

mengalokasikan 20 % dari dana APBD untuk pendidikan yang bertujuan 

untuk meningkatkan Sumber daya manusia Kabupaten Indragiri Hilir 

.Pemerintah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir memberikan prioritas 

yang sama untuk setiap Kecamatan dalam bidang pendidikan, hal ini dapat 

dilihat dengan tersebarnya sarana pendidikan disetiap Kecamatan. Untuk 

melihat pendidikan yang terdiri dari sarana pendidikan dan tenaga 

pengajar yang ada di setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Reteh 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.7 

Jumlah Lembaga Pendidikan di Kecamatan Reteh 

No Lembaga Pendidikan Persentase 

1 TK/PIAUD 5 

2 SD/MI 64 

3 SLTP/SMP/MTS 20 

4 SLTA/SMA/SMK 10 

Jumlah 99 

Sumber Data:  Referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 

2021 

 

c. Kesehatan 

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata. 

Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan 
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derajat kesehatan masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang dimiliki 

pemerintah Kecamatan Reteh dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.8 

Sarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Reteh 

 

No 

 

Desa/Kelurahan 

 

Rumah 

Sakit 

 

Puskesmas 

 

Posyandu 

Praktek 

Tenaga 

Kesehatan 

 

Jumlah 

1 Sanglar - - 1 3 4 

2 Pulau Kecil - - 1 2 3 

3 Sungai Undan  - - - 4 4 

4 Sungai Terab - - - 2 2 

5 Seberang Sanglar - - - 2 2 

6 Mekarsari - - - 3 3 

7 Pulau Kijang - 1 2 8 11 

8 Sungai Asam - - - 3 3 

9 Pulau Ruku - - - 1 1 

10 Tanjung Labu - - - 1 1 

11 Sungai Mahang - - - 1 1 

12 Metro - - - 2 2 

13 Madani 1 1 - 3 5 

14 Sungai payung - 1 2 3 6 

Jumlah 1 2 4 38 48 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020 

Selain menyediakan fasilitas kesehatan pemerintah Kabupaten 

Indragiri Hilir juga mempersiapkan tenaga medis seperti dokter, perawat, 

bidan dan lain - lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.9 

Jumlah Tenaga Medis Yang Ada di Kecamatan Reteh 

No Profesi PNS CPNS Kontrak Honor TKS Jumlah 

1 Dokter Umum 1 - - - - 1 

2 Dokter Gigi 1 - - - - 1 

3 Bidan 6 - 8 - 9 23 

4 Perawat 8 - 2 - 7 17 

5 Perawat Gigi 1 - - - - 1 

Jumlah 17 - 10 - 16 43 

Sumber Data: BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2020 
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D.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Reteh 

Kecamatan Reteh merupakan suatu unsur pemerintahan yang berada 

dibawah naungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas 

pokok menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat baik secara teknis maupun administrasi. Maka dari itu, diperlukan 

susunan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa Camat yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan juga bahwa selain tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatas camat juga menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan meliputi:
39

  

a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan 

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

Umum 

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

kecamatan 
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f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 

kelurahan. 

Adapun uraian tugas dan fungsi pengurus kantor Kecamatan Reteh 

sebagai berikut: 

1. Camat 

Adapun tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut: 

a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam 

wilayah kecamatan. 

b. Melaksanakan kewenangan sebagian kewenangan pemerintah 

kabupatenc.Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten 

2. Sekretaris Kecamatan 

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Membantu Camat Dalam Melakukan Pembinaan Administrasi Dan 

Memberikan Pelayanan Teknis Administrative Kepada Seluruh 

Perangkat/Satuan Organisasi Kecamatan. 

b. Melakukan Pembinaan Dan Bimbingan Kepada Seluruh Pegawai 

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Pencapaian Tujuan Organisasi. 

c. Melakukan Koordinasi Disetiap Kegiatan Dengan Instansi Lainnya. 

d. Pembinaan Terhadap Unit Pelayanan Terpadu (UPT) 
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e. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Umum Dan Keuangan . 

3. Kasubbag Perencanaan Program 

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Perencanaan Program adalah 

sebagai berikut :  

a. Merencanakan Program Kegiatan Kecamatan Dan Sub Bagian 

Perencanaan Program Pada Kantor Camat Reteh. 

b. Melaksanakan penyususnan dan pembuatan rencana kerja/program 

tahunan (RKT), Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Camat Reteh. 

c. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses 

pembahasan sampai menjadi DPAdengan persiapan revisi. 

d. Mengupayakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada Kantor Camat 

Reteh 

e. Melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan raskin. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekcam dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Kasubbag Keuangan 

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Keuanganadalah sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan program kegiatan kecamatan dan sub bagian keuangan 

pada kantor Camat Reteh. 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara 

pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran. 
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c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, membuat laporan 

pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap administrasi keuangan 

pada Kantor Camat Reteh. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Kasubbag Administrasi Umum 

Adapun tugas dan fungsi Kasubag Administrasi Umum adalah 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan sub bagian 

administrasi umum pada Kantor Camat Reteh. 

b. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai 

dengan kepentingan dan permasalahannya 

c. Mengatur urusan rumah tangga dan tugas keprotokolan pada Kantor 

Camat Reteh. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tugas administrasi dibidang pemerintahan Kecamatan, 

Pemerintahan Kelurahan Pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan 

dan kependudukan pada Kantor Camat Reteh. 

b. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah 

Kecamatan. 
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c. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat 

keterangan yang berhubungan dengan pertanahan. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 

perekonomian, produksi dan distribusi pada Kantor Camat Reteh. 

b. Mengkoordinir dan melakukan pendataan terhadap pemungutan Pajak 

Bumi dab Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan 

c. Penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan 

administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

d. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil 

Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 

e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membbuat laporan 

pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana ADD Desa dan 

melakukan evaluasi kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan. 

f. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 
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Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan 

Budaya adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang 

meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, 

peranan wanita dan Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, 

HUT RI, HUT Indragiri Hilir dan peringatan hari besar lainnya. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT dan jamkesmas 

kepada masyarakat. 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

9. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Adapun tugas dan fungsi Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang ketentraman dan 

ketertiban Umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan. 

b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin gangguan 

(HO). 

c. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah 

Kecamatan. 

d. Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa 

diwilayah Kecamatan. 
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e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. olah raga diwilayah kecamatan. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adapun tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional adalah 

sebagai melaksanakan sebagian dari fungsi camat sesuai dengan 

kebutuhandan keahlian masing - masing. 
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  BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Kebijakan 

Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh 

para pejabat pemerintah. Implemetasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, 

khusunya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah 

kebijakan.
40

 

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 

dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.
41

 

Menurut Afan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam 

proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah 

kebijakan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah 

aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan 

tersebut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.
42

 

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam 

pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah 

penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan 

implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang 
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mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) 

maupun sebagai suatu dampak (outcome).
43

 

Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk 

mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk 

memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). 

Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang 

berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro 

melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah 

Desa.
44

 

Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara 

umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang 

memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai output dari suatu 

kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup 

terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan 

di implementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.
45

 

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, 

“The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework”. 

menyatakan “policy implementation encompasses those actions by public or 

private individuals (or group) that are directed at the achievement of 

objectives set forth in prior policy decisions” yang secara garis besarnya 

berarti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 
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oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan 

sebelumnya.
46

 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang 

dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. 

Enam faktor tersebut adalah: 

a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian 

mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar 

untuk mengukur pencapaiannya. 

b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan 

penyusunan kebijakan yang di laksanakan 

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin 

terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni 

peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan  

d. Dukungan para stakeholder, yakni dukungan dari berbagai pihak yang 

terkait dengan implementasi program yang di jalankan  

e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan 

pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan 

tersebut; serta intensitas sikap tersebut 

f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan 

sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan 
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publik tentang kebijakan tersebutlam penyusunan kebijakan yang 

dilaksanakan. 

Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan 

tersbut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan. 

 

B. Konsep Korupsi dan Anti Korupsi 

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya 

melibatkan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jonhson 

mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran-peran, jabatan-jabatan 

publik atau sumber-sumber untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi 

tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan 

dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan (abuse), publik (public), pribadi 

(private), dan keuntungan (benefit) seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan tindakan korupsi mula-mula adalah menyalahgunakan kekuasaan 

atau wewenang publik yang telah dipercayakan pada dirinya, kemudian 

digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya semata, lama-kelamaan 

digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya. Hal 

seperti ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat bahkan 

sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik.
47
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Menurut Klifaard, korupsi sebagai tingkah laku menyimpang dari 

tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang 

yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi 

Menurut Alatas ciri-ciri korupsi sebagai berikut:
48

 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 

b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 

d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 

menyelubungi perbuatannya dengan berlindung korupsi dibalik 

pembenaran hukum.  

e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan 

publik atau masyarakat umum. 

f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.  

g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradikti 

h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 

mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum: 

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri 

sendiri, orang lain atau korporasi; merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara; selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi 
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yang lain diantaranya: menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan 

dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan 

menerima grafitasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). 

Jenis-jenis korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 antara 

meliputi: (1) korupsi yang merugikan keuangan Negara, (2) korupsi yang 

berhubungan dengan suap-menyuap, (3) korupsi yang berhubungan dengan 

penyalahgunaan jabatan, (4) korupsi yang berhubungan dengan pemerasan, (5) 

korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, (6) korupsi yang berhubungan 

dengan pengadaan, dan (7) korupsi yang berhubungan dengan greatifikasi/ 

pemberian hadiah. Di Indonesia budaya korupsi sudah sangat membudaya 

bahkan mendarah daging baik korupsi yang dilakukan kecil-kecilan maupun 

besar-besaran. 

Menurut Suyahmo penyebab korupsi di Indonesia sifatnya beraneka 

ragam, yaitu:
49

 

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang mungkin meningkat. Gaya hidup dan kebutuhan para 

pegawai negeri tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka 

cenderung malu dan minder apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 

serba mewah, karena mereka telah dipandang oleh masyarakat sebagai 

orang yang terpandang dan hidupnya serba kecukupan. Oleh karena itulah 

maka para pegawai negeri mengambil jalan pintas untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan korupsi. 
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b. Kebutuhan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau meluasnya 

korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang tidak 

asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendarah 

daging. Mulai korupsi yang bersifat menyalahgunakan keuangan negara 

sampai pada tindakan suap-menyuap. Misalnya membayar sejumlah uang 

kepada pihak pegawai kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP. 

c. Modernisasi, dengan adanya modernisasi maka terjadi perubahan struktur 

budaya di dalam masyarakat kita yang sebelumnya selalu menjunjung 

tinggi nilai-nilai dan norma tradisional kemasyarakatan yang selalu 

mementingkan kepentingan masyarakat menjadi masyarakat modern yang 

selalu mementingkan kepentingan pribadinya dan selalu berkeinginan 

hidup dengan segala kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. Kondisi 

semacam ini menjadikan peluang empuk untuk melakukan tindakan 

korupsi didalam masyarakat. Kondisi semacam itu akan mempermudah 

munculnya perilaku korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak, 

namun menguntungkan bagi pihak koruptor. 

Menurut Suyahmo akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah 

sebagai berikut: 
50

 

a. Perilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai 

jenis keputusan. Dengan adanya korupsi maka kegiatan pemerintah yang 

telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan bias gagal dikarenakan 

dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya. 
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b. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan 

adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa 

menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang 

harus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras 

sembako yang aslinya diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, 

akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras 

tersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi 

tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi. 

c. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya 

dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan 

umum justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan 

praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang 

baik dan mana perbuatan yang tercela. 

d. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang 

pemimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang 

pemimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang 

sama. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak 

melakukan tindakan korupsi karena kemunngkinan besar akan dicontoh 

oleh rakyat kecil.  

e. Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi 

pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya soal pajak. 

Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak 
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hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh 

negara. 

f. Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan 

uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan 

keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan 

yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat 

Menurut Suyahmo upaya dalam pencegahan korupsi diantaranya 

sebagai berikut:
51

 

a. Pemberantasan korupsi lewat jalur preventif perlu ditingkatkan, antara lain 

dengan jalan membentuk suatu badan khusus yang bertugas memberantas 

korupsi yang meliputi usaha-usaha di bidang preventif yang represif serta 

menggunakan pendekatan normative yang melukiskan segi-segi lain dari 

masalah korupsi sebagai masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik. 

Salah satu upaya preventif adalah telah dibentuknya suatu badan atau 

lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping sebagai upaya 

represif, lembaga ini juga sebagai upaya preventif karena lembaga ini telah 

mengkampanyekan visi dan misinya melalui media massa sepertikoran, 

radio, televisi, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini telah masuk ke 

sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi. Sekarang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah begitu dikenal oleh 

masyarakat luas dan masyarakat diminta ikut serta membantu KPK dalam 

rangka upaya memberantas korupsi yang telah membudaya di masyarakat. 
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b. Melalui pendidikan moral secara dini baik pendidikan formal maupun 

informal. Dengan adanya pendidikan moral sejak dini maka anak didik 

diharapkan dapat berperilaku yang baik atau bermoral semenjak pada usia 

dini. Pendidikan moral ini bisa diterapkan melalui lembaga formal 

(sekolah) maupun lingkungan informal (keluarga). Di lingkungan sekolah, 

bentuk pendidikan formal yang bertujuan untuk mencegah korupsi adalah 

dengan diberikannya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di 

sekolah tentu sangat efektif sebagai upaya edukatif untuk mendidik 

generasi muda sehingga berkarakter jujur, bermoral, dan dapat 

bertanggungjawab. Sementara untuk lingkungan keluarga yaitu sejak kecil 

anak selalu diajarkan untuk berperilaku jujur dan tidak berbohong itu 

merupakan perbuatan korupsi yang termasuk sifat tercela dan 

menimbulkan dosa 

c. Memperbarui undang-undang tentang tindak pidana korupsi untuk lebih 

mempertegas tindakan hukum terhadap para pelakunya. Seiring dengan 

pesatnya tindakan praktik korupsi yang terjadi di masyarakat yang 

beragam jenisnya mulai dari merugikan keuangan negara sampai pada 

tindakan grafitasi, maka perlu dibuat peraturan hukum yang baru sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan hukum di dalam kehidupan masyarakat.  

d. Keikutsertaan semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya 

pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang yang 

mengendalikan pemerintah itu sendiri. Masyarakat diharapkan ikut serta 

atau berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif dalam pelaksanaan 
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penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan secara tidak langsung 

masyarakat turut serta di dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.  

e. Memperbaiki dan menciptakan birokrasi yang bermental jujur dan 

berkomitmen terhadap kepentingan rakyat, sehingga dapat memperkecil 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan adanya birokrasi yang 

jujur dan sesuai dengan kepentingan rakyat maka akan menimbulkan 

kepercayaan masyarakat terhadap citra baik pemerintah dalam 

meyelanggarakan perintahan. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk memberantas di 

Indonesia dapat dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan repesif. Namun 

dalam hal ini upaya preventif haruslah lebih diutamakan tanpa harus 

mengesampingkan upaya represif. Dalam upaya untuk memberantas korupsi 

di Indonesia sistem preventif harus diutamakan dari pada sistem represif. Apa 

yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. 

Korban pasti banyak, termasuk koruptor dan keluarganya yang jumlahnya 

ratusan ribu itu. Tidak kurang pentingnya adalah keikutsertaan rakyat dalam 

memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatnya kesadaran hukum, 

pendidikan dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi 

tetap meluas. Salah satu upaya preventif adalah dengan adanya pendidikan 

anti korupsi pada anak sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal 

maupun informal. Jika sejak dini anak didik sudah diajarkan tentang bahaya 

korupsi maka setelah ia besar menjadi orang yang anti terhadap korupsi.
52
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C. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni 

Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar 

dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam 

dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. 

Secara etimologis Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 

bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.
53

 

Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti 

tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan 

dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasullah tidak menetapkan dan 

Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
54

 

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pengertian fiqh siyasah 

adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan 

dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan 

dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Fiqh 

Siyasah” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal 

atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk 

hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari‟at untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti populer 
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adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam 

pranata sosial Islam. 
55

 

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan 

negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh 

umat manusia, berupa hukum penetepan hukum, peraturan dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalaninya. 

2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi 

AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi 

delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

Undangan) 

b. Siyasah Tasri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Syur‟iyyah (Politik Ekonomi dan Monenter) 

e. Siyasah Idar‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara)  

f. Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik pelaksanaan Perundang 

Undangan) 
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h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).
56

 

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu : 

a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang 

penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga 

yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau 

eksekutif. 

b. Politik Luar Negeri, bagian ini mencangkup bagian hubungan 

keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non 

muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum 

perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim 

dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan 

Internasional. 

c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang 

sumbersumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja 

negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, 

perbankan
57

 

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di 

peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah 

di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan 

berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara. 
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D. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang 

dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan 

penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang 

ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan 

lembaga. Sedangkan Siyasah Tasyri'iyah berkaitan dengan undang-undang 

dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. 

Adapun Siyasah Qadhaiyah merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang 

wajib dilindungi.
58

 

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari 

Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil 

oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal 
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ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, 

karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu 

keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya
59

 

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat 

dikategorikan sebagai tasyri‟ karena secara definitif, tasyri‟ adalah kata yang 

diambil dari lafazh syari‟ah yang artinya “jalan yang lurus”. Secara 

terminologis, tasyri‟ diartikan oleh fuqaha sebai hukum-hukum yang 

diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui 

perentara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut 

atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah 

manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi 

pekerti. 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-

ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar‟iyyah, dan semangat ajaran 

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan 

yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
60
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1. Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, 

perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam 

satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan 

Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain 

3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan 

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian 

 

E. Konsep Kepemimpinan Ulil Amri 

1. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa 

Inggris, leadership yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader 

berarti pemimpin dan akar katanya to lead yang tekandung beberapa arti 

yang saling erat berhubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah 

di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, 

menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.
61

 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, 

dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang 
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dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih 

tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang 

dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu 

disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian 

muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).
62

 

Kepemiminan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan 

orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, 

serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis untuk 

mencapai tujuan yang diingikan. 

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan 

menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua 

aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh 

Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun 

hingga akhir zaman kelakersama.
63

 

2. Ulil Umri 

Ulil Amri adasalah salah bentuk atau konsep kepemimpinan dalam 

Fiqh Siyasayah. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang 

terkandung dalam kata  amr. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah 

(sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, 

keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh 
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tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan 

kepemimpinan.
64

 

Secara istilah ulil amri menurut beberapa para ahli pemikir mempunyai 

makna yang bervarian antaranya Muhammad Abduh mengartikan ulil amri 

sebagai golongan ahlulh{alli wal„aqdi> atau sekelompok orang-orang Islam 

yang ahli bisa disebut juga umara>‟ (pemerintah), hakim, ulama, pemimpin 

militer atau orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat 

dalam masalah publik.
65

 

Menurut Syaikh Abd Al-Rahman bin Nashr al-Sa‟id bahwa yang 

dimaksud ulil amri adalah imam-imam kaum muslim atau sebagai penguasa 

yang jabatannya paling tinggi atau bisa disebut sebagai amir, qadhi>, orang 

yang memiliki kekuasaan yang mengatur segala urusan baik dari hal kecil 

maupun hal besar.
66

 

Menurut Fachrudin ulil amri adalah seorang pemimpin yang diberikan 

tugas untuk mengurus segala urusan seperti pemerintahan, keamanan, 

perjuangan, dan pembangunan-pembangunan di negara yang bersifat umum. 

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf ulil amri dilihat dari lafad al-amr 

yang bermakna perkara atau keadaan yang bersifat umum karena dapat 

berhubungan dengan masalah agama atau dunia, dalam hal ini ia mengartikan 

ulil amri dalam masalah dunia adalah raja, atau pemimpin sedangkan masalah 

agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa.
67
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F. Peraturan Kepala Daerah 

1. Pengertian Peraturan Kepala Daerah 

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 

Dalam pasal 1 disebutkan
68

: 

a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan 

bupati/walikota. 

b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan 

daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai 

penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

c. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur 

kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan 

kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
69

 

yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah 

peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan 

daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah dan tugas pembantu, daerah membentuk perda. Dalam 

ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 

Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu: 
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1) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.
70

 

Selain muatan materi tersebut, perda juga dapat memuat materi 

muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut bagaimana bahwa daerah memiliki fungsi internal dan fungsi 

eksternal, yaitu: 

1) Fungsi stabilitas  

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan 

yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat didaerah. Kaidah 

stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan 

kerja, pengaturan kerja, tata cara perdagangan, dan lain-lain. Demikian 

pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula 

berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada. 

2) Fungsi perubahan 

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan 

masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, mekanisme kerja maupun 

kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi 

sebagai sarana pembaharuan (law as social enggeneering, ajaran 

Roscoe Pound).  

3) Fungsi kemudahan 

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana 

mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi 
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ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan 

dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya 

merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan. 

4) Fungsi kepastian hukum 

Fungsi kepastian hukum (rechtzekerheid, legal certainty) asas 

penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum 

(rechhandeling) dan penegakan hukum (rechthanhaving, 

echtsuitvoiring).
71

 

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya 

tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah 

disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang 

menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan ke 

masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang 

diatur oleh hukum.
72

 

2. Penetapan Peraturan Daerah 

Dalam hal penetapannya, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah 

termuat dalam pasal 5, sebagai berikut:  

a. Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan 

oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah. 

b. Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan 

kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu. 

                                                             
71

Hasyimzoem, Yusnaini dkk, Ibid, h.147 
72

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.13 



64 

 

 

c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala 

daerah tertentu kepada masyarakat. 

3. Kedudukan Peraturan Daerah 

Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 

disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan 

Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan 

kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang 

bersifat in abstracto). 

Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala 

daerah Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999
73

 

disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan 

Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah 

yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat in 

abstracto). 

Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala 

daerah Agar Perda dan Peraturan Kepala Daerah dapat berfungsi secara 

efektif, harus dilakukan hal diantaranya: 

a. Mensosialisasikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan 

menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, terutama stake holders 

yang bersangkutan. 
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b. Melakukan upaya penegakan hukum khusus perda..sesuai ketentuan 

perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran 

perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai 

peraturan perundang-undangan, yaitu penyidik dari Polri dan penuntut dari 

Kejaksaan. Di samping itu, melalui perda dapat juga ditunjuk pejabat lain 

yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 

ketentuan yang termuat dalam perda. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu upaya 

pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengatasi permasalahan korupsi 

sejak dini, karena korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat 

krusial dan  menjadi perhatian di Indoensia saat ini, karena bukan hanya dapat 

merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merugikan diri sendiri dan orang 

lain.  

Kecamatan Reteh yang merupakan salah satu daerah yang berada di 

wilayah Kabupaten Indragiri Hilir juga turut serta melaksanakan pendidikan 

anti korupsi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

ada di kecamatan tersebut yaitu pada: 

1. SMP N 1 Reteh 

2. SMP N 2 Reteh 

3. SMP N 3 Reteh 

4. SMP Islam Alhisniyah 

Bentuk Kegiatan pendidikan anti korupsi di Kecamatan reteh sendiri 

berdasarkan hasil penelitian bahwa materi anti korupsi tidak dimuat khusus 

dalam Rancangan Rencana Pembelajaran (RPP), melainkan hanya di 

integrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Agama 

Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan bentuk 

pendidikan berkarakter yang dimuat dalam kurikulum 2013. 
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Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

Peraturan Bupati Indfragiri Hiir Nomor 49 Tahun 2019 tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidkan Sekolah 

Menengah Pertama di kecamatan Reteh adalah aspek Komunikasi, Sumber 

daya dan disposisi (Sikap dari pelaksana) 

Dalam hal pelaksanaan peraturan mengenai pendidikan anti korupsi 

tersebut terdapat faktor-faktor pendukung dalam pelaksaan nya diantaranya 

adalah: 

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Koordinator Pendidikan Wilayah 

Kecamatan Reteh mengenai peraturan tentang pendidikan anti korupsi 

2. Seminar atau workshop pelatihan anti korupsi yang dilakukan oleh 

kejaksanaan Negeri Tembilahan bersama Aparat Penegak Hukum sektor 

Kecamatan 

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah: 

1. Sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal dan hanya dilaksanakan 

sekali 

2. Minimnya pengetahuan oleh pihak satuan pendidikan mengenai peraturan 

pendidikan anti korupsi 

3. Tidak adanya kebijakan khusus sebagai aturan turunan yang seharusnya 

dibuat oleh Koordinator Pendidikan Wilayah kecamatan mengenai 

pendidikan anti korupsi 

4. Keterbatasan Sumber daya seperti Sarana dan prasarana serta minimnya 

tenaga pendidik yang memahami materi tentang korupsi 



91 

  

 

Berdasarkan Pembahasan mengenai pelaksaan Peraturan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan 

anti korupsi pada satuan pendidikan menurut tinjauan Fiqh Siyasah yaitu 

berkaitan dengan kajian Siyasah Dusturiyah yang bekaitan dengan Politik 

Perundang-undangan atau Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik 

pelaksanaan Perundang-Undangan)  masih belum terlaksana secara maksimal, 

karena masih adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menggangu 

dalam proses pelaksanaan. 

 

B. Saran 

Saran dari penulis untuk permasalahan Pelaksanaan Peraturan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan 

anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah Dinas 

Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih masif  melakukan koordinasi 

dengan Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Reteh, bagaimana 

kedepannya dapat membuat kebijakan khusus  untuk satuan pendidikan di 

kecamatan Reteh mengenai pendidikan anti korupsi, serta menyelesaikan 

beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat dalam proses 

pelaksanaan.  
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